
 

 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG 

KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan 

dan Kodefikasi Barang milik Daerah dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyusutan Barang Milik Daerah, perlu melakukan 

perubahan terhadap kode barang dan objek penyusutan 

Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan 

Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;  

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan 

Negara Tahun   1950)  sebagaimana   telah   diubah   dengan 

Undang-Undang   Nomor  18   Tahun   1950   tentang   

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; 

8. Peraturan . . . 
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8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 

1 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 

tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan 

Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 94 TAHUN 

2013 TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP 

PEMERINTAH  DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan 

Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa: 

a. gedung dan bangunan; 

b, peralatan . . . 
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b. peralatan dan mesin; 

c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan 

d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap dalam renovasi 

dan alat musik modern. 

(2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya 

dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan 

pihak ketiga dan Aset Tetap Idle disusutkan 

sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

(3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap: 

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber yang sah dan akan diusulkan 

kepada pengelola barang untuk diproses TGR; 

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau 

usang yang akan diusulkan kepada pengelola barang 

untuk dilakukan penghapusan; dan 

c. Aset Tetap berupa tanah, konstruksi dalam 

pengerjaan, Aset Tetap dalam renovasi berupa 

tanah, dan Aset Tetap dalam renovasi yang tidak 

menambah masa manfaat. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran: 

a. Romawi I Tabel Masa Manfaat; dan 

b. Romawi II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan, 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini.  

       

 Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   6 Januari 2022 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal  6 Januari 2022 

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, 

 

                             ttd. 

 

                Dr. Ir. HERU TJAHJONO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI E 

 


